PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A
NOVCR 17 TAHUN 1959
TENTANG
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANS|I PAJAK UPAH
(STAATSBLAD 1934 NO. 611)

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :
a.

bahwa guna nenenuhi kebut uhan- kebut uhan yang dirasakan dewasa
ini dianggap perlu untuk nengadakan perubahan dan tanbahan
pada pasal-pasal 9 A 9 B dan 9 C Odonansi Pajak Upah
(Staatsblad 1934 No. 61 1) sebagaimana telah diubah dan
di t anbah, terakhir dengan Lenbaran-Negara 1957 No. 41

b. bahwa karena keadaan yang nenaksa perubahan dan tanbahan
tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :

pasal 23 ayat (2)juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar

Mendengar

Menteri Keuangan;

Menmut uskan:

Menet apkan :

Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan
t anbahan O donansi Paj ak Upah (Staatsblad 1934 No. 611) sebagai mana
tel ah di ubah dan ditanbah, terakhir dengan Lenbaran- Negara 1957 No.

41.

le.

2e.

Pasal 1.

Pasal 9 A ayat (1) diubah dan dibaca sel uruhnya sebaga

beri kut :

"(1) Besarnya pajak jika upah yang terutang atau yang
di bayar kan untuk masa upah dij abarkan nenjadi upah
t ahunan, berjumn ah :

a. kurang dari Rp. 3.000,-ialah: 0%
b. Rp. 3.000, - hingga 12. 000,- ,, 2%
C. ,, 12.000, - - 15. 000, - ,, 3%
d. ,, 15.000, - - 18. 000, - ,, 4%
e. ,, 18.000, - - 24. 000, - ,, 5%
f. ., 24.000, - - 36. 000, - ,, 7%
g. ,, 36.000, - - 60. 000, - ,, 10%
h. ,, 60.000,- atau

| ebi h dari upah itu . 15%

Pasal 9 A ayat (1-bis) diubah dan dibaca sel uruhnya sebagai

beri kut :

"(1-bis) Terhadap upah yang terutang atau di bayarkan kepada
buruh yang bertenpat tinggal di daerah kepul auan



3e.

4e.

1960.

Ri au paj aknya di hitung nenurut tarif pada ayat
(1).

Dasar perhitungan upah yang di nyat akan dal am
Straits-dollar setiap tahun ditetapkan ol eh
Ment eri Keuangan".

Pasal 9 B ayat (3) diubah dan dibaca sel uruhnya sebaga
beri kut :
"(3) Dari upah di maksud pada ayat (1) huruf a, jika tidak

di kenakan paj ak pendapat an, nmaka dal am hal buruh yang
ber sangkut an pada saat penetapan upah di maksud ti dak
bertenpat tinggal |agi di Indonesia ataupun telah
meni nggal duni a, paj aknya di hitung nmenurut tarif B
seperti yang di nyatakan dal am pasal 8 ayat (1)
Ordonansi Paj ak Pendapat an 1944".

Pasal 9 C ayat (2) diubah dan di baca sel uruhnya sebaga
beri kut :
"(2) Jika jum ah upah sel uruhnya yang terutang atau

di bayar kan ol eh maji kan untuk satu bul an besarnya |inma
ratus rupi ah atau kurang, maka atas upah itu tidak
terutang paj ak upah. Untuk nenghitung upah yang
terutang atau di bayarkan untuk satu bul an, maka di mana
perlu di |l akukan penjabaran nmenurut apa yang ditentukan
pada pasal 9 A ayat (3)".

Pasal 2.

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini nul ai
ber| aku pada hari ditetapkan dan untuk pertama kali dil akukan
t er hadap pungut an paj ak upah untuk sesuatu nasa sesudah 1 Januari

Agar supaya setiap orang dapat nenget ahui nya, neneri nt ahkan

pengundangan Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang in
dal am Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

Di t et apkan di Bogor

pada tanggal 26 Septenber 1959.

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

SOEKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Septenber 1959.

Ment eri

Muda Kehaki nan,

ttd.

SAHARDJ O



PENJ ELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOVOR 17 TAHUN 1959
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK UPAH
( STAATSBLAD 1934 No 611).

uMuM

Pungut an paj ak upah pada hakekat nya nerupakan pungut an
pendahul uan dari pada paj ak pendapat an. Ber hubung dengan itu nmaka
tiap perubahan tarip dari pada paj ak pendapatan secara | angsung
nmengaki bat kan di ubahnya tarip pajak upah, satu dan |ain agar
ti ada terdapat kepi ncangan pengenaan juml ah paj ak antara kedua
jenis pajak tersebut.

Ber hubung dengan itu maka Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang i ni nenet apkan di ubahnya tarip untuk paj ak upah
seperti yang di naksud dal am pasal 9 A ayat (1) Ordonansi Pajak
Upah. Dem ki an pul a perubahan yang nengenai pengenaan juni ah
paj ak atas para wajib pajak yang bertenpat tinggal dikepul auan
Ri au di sesuai kan dengan tarip baru dari pada paj ak pendapat an.
Untuk itu maka pasal 9 A ayat (1-bis) perlu pula diubah.

Sel anj ut nya unt uk dapat nenenuhi kebut uhan yang dirasakan,
perlu juga di adakan perubahan terhadap jum ah batas pengenaan
paj ak upah seperti yang di naksud dal am pasal 9 C ayat (1)
Ordonansi Paj ak Upah. Batas pengenaan ini diubah dari Rp. 100, -
sebul an nmenj adi Rp., 500, - sebul an.

PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.
Cukup j el as.
Pasal 2.
Cukup j el as.
Ter masuk Lenbar an-Negara No. 110 tahun 1959.

D ket ahui :
Menteri Muda Kehaki man,

ttd.
SAHARDJ O

CATATAN
Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEVMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunber : LN 1959/110; TLN NO. 1866



